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ABSTRAK

Analisis Kebutuhan Konsultasi Perizinan Tatap Muka
Pada Sistem Online Single Submission
Di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Yulia Eka Susanty, Nurliah Nurdin, Afsdy Saksono
yuliaeka@bkpm.go.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penggunaan sistem digital melalui Online Single Submissin (OSS) pada proses
perizinan berusaha di Indonesia diharapkan memberikan kemudahan berusaha
yang sebelumnya cenderung berbelit-belit dan tumpang tindih. Prosedur dan
waktu penerbitan perizinan menggunakan sistem ini menjadi lebih singkat
dengan penyederhanaan sistem perizinan berusaha. Pada kenyataanya
penggunaan sistem OSS hasilnya belum optimal sehingga masih banyak sekali
pelaku usaha yang berkonsultasi mengenai proses perizinan melalui OSS ke
Kementerian Investasi/BKPM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
faktor-faktor penyebab tingginya permintaan layanan konsultasi tatap muka
oleh pelaku usaha dan merumuskan strategi sebagai rekomendasi kebijakan
untuk mengurangi kebutuhan layanan konsultasi tatap muka tersebut tersebut,
sehingga sistem layanan OSS dapat digunakan secara maksimal. Metodologi
penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian campuran
antara kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Adapun faktor-faktor
penyebab tingginya kebutuhan layanan konsultasi tatap muka adalah: 1.
Ketidakpuasan pelaku usaha dalam komunikasi non tatap muka; 2. Penjelasan
dan penyelesaian masalah didapatkan secara langsung oleh pelaku usaha; 3.
Kekurangan sistem OSS; 4. Kompetensi petugas pelayanan di daerah yang
kurang memadai. Berdasarkan analisis tersebut dalam menjembatani
hambatan yang terjadi dilapangan, Kementerian Investasi/BKPM dapat
melakukan perbaikan panduan perizinan melalui sistem OSS, memaksimalkan
call center serta memperbaiki sinkronisasi sistem antar Kementerian/Lembaga
terkait.

Kata kunci: Online Single Submission, E-government, Teknologi Informasi,
Pelayanan Publik, Sistem Perizinan

vii



ABSTRACT

Analysis of The Need for Face-to-Face Licensing Consultation Services
in Online Single Submission System
at Ministry of Investment/Indonesia Investment Coordinating Board

Yulia Eka Susanty, Nurliah Nurdin, Afsdy Saksono
yuliaeka@bkpm.go.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

The digital system through the Online Single Submission (OSS) in the business
licensing process in Indonesia is expected to provide ease of doing business which
previously tended to be convoluted and overlapping. The procedure and time for
issuing permits using this system are shortened by simplification of the business
licensing system. In fact, the results of using the OSS system are not optimal, so
there are still many business actors who consult about the licensing process through
OSS to the Ministry of Investment/BKPM. This study aims to analyze the factors
causing the high demand for face-to-face consulting services by business actors and
formulate strategies as policy recommendations to reduce the need for such face-
to-face consulting services, so that the OSS service system can be used optimally.
The research methodology used in this thesis was a mixed method of quantitative
and qualitative research (mixed method). The factors causing the high demand for
face-to-face consulting services are: 1. Business actors' dissatisfaction with non-
face-to-face communication; 2. Explanation and problem solving are obtained
directly by business actors; 3. Lack of OSS system; 4. The competence of service
officers in the regions is inadequate. Based on this analysis, in bridging the
obstacles that occur in the field, the Ministry of Investment/BKPM can improve
licensing guidelines through the OSS system, maximize call centers and improve
system synchronization between related Ministries/Institutions.

Keywords: Online Single Submission, E-government, Information Technology,
Public Service, Licensing System
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pelayanan publik merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian besar

pemerintah. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik (pemerintah).

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan sistem pelayanan pada
sektor pelayanan perizinan untuk meningkatkan investasi yang berasal dari
penanaman modal dalam negeri maupun asing. Peningkatan investasi tersebut
diharapkan dapat mendorong pembangunan nasional dan mencapai
pertumbuhan ekonomi yang optimal. Sistem pelayanan tersebut hendaknya
dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam
mengatasi  permasalahannya.  Pemerintah  sebagai  regulator telah
mengamanatkan Kementerian Investasi/BKPM untuk mendukung kebijakan
strategis dalam bidang investasi.

Kementerian Investasi/BKPM adalah Instansi Kementerian yang bertugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Kementerian
Investasi/lBKPM mempunyai peran strategis untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antara instansi
Pemerintah, instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, instansi Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta antar Pemerintah Daerah. Disamping
bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, Kementerian

Investasi/BKPM juga berperan sangat aktif sebagai fasilitator antara pemerintah



dan investor. Peran Kementerian InvestasiBKPM ini tentunya sangat
dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kebutuhan masyarakat akan kemudahan
berusaha di Indonesia.

Pelaku usaha/investor tentunya mengharapkan kehadiran suatu sistem yang
dapat mengakomodir dan mempermudah kegiatan penanaman modal, baik
pendekatan online maupun offline. Pendekatan online yang dipilih oleh
pemerintah yaitu dengan menggunakan pendekatan sistem digital. Platform
digital yang dibangun pemerintah dalam bidang investasi adalah sistem Online
Single Submission (OSS). Sistem digital tersebut bertujuan awal untuk
memberikan kemudahan berusaha di Indonesia yang sebelumnya cenderung
berbelit-belit dan tumpang tindih. Menurut data global competitiveness indeks
(K. Schwab, 2019), pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat keempat
terendah dari 8 negara ASEAN dalam hal kemudahan berusaha. Indeks daya
saing global (global competitiveness indeks) itu sendiri adalah indeks yang
mengukur progres suatu negara dalam perkembangan faktor-faktor yang
mempengaruhi produktivitasnya.

Grafik 1. 1 Indeks Daya Saing Global Memulai Usaha di Negara
ASEAN

Indeks Daya Saing Global Negara ASEAN
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Grafik 1.1 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 45 pada
tahun 2019. Posisi Indonesia menurun peringkatnya dari pada tahun sebelumnya
dimana Indonesia berada pada peringkat 50 di tahun 2019 dari 140 negara.
Berdasarkan peringkat ini, terlihat bahwa Indonesia masih dibawah negara-
negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam hal
daya saing kemudahan berusaha.

Peringkat indeks daya saing global ini mengukur 4 aspek yaitu lingkungan
yang mendukung (enabling environtment), sumber daya manusia (human
capital), pasar (markets) dan ekosistem inovasi (innovation ecosystem) yang
terdiri dari 12 pilar yaitu: institusi, infrastruktur, penerapan teknologi, stabilitas
makroekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, keterampilan,
efisiensi pasar barang dan jasa, pengembangan pasar keuangan, efisiensi pasar
tenaga kerja, ukuran ekonomi, dinamika bisnis, dan kemampuan inovasi. Faktor
utama yang dinilai menjadi kendala terbesar untuk memulai usaha di Indonesia
adalah masalah korupsi dan birokrasi yang dinilai paling tidak efisien. Sebagai
perbandingannya untuk memulai usaha di Singapura rata-rata waktu yang
dibutuhkan hanya 2,5 hari tidak jauh berbeda dengan negara Thailand yang
hanya membutuhkan waktu 4,5 hari. Sedangkan untuk memulai usaha di
Indonesia dibutuhkan waktu 19,6 hari. Angka ini lebih baik dibandingkan tahun
sebelumnya yang membutuhkan waktu sampai dengan 23,1 hari. Hal ini tentu
saja menjadi suatu kelemahan Indonesia untuk bersaing dengan negara ASEAN
lainnya. Sulitnya untuk memulai usaha di Indonesia menjadi acuan pemerintah
untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara mengurangi prosedur
perizinan dan penerapan sistem perizinan melalui OSS. Penerapan sistem online
ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan
mendorong peningkatan investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mayasari, 2019) menyebutkan bahwa
prosedur dan waktu penerbitan perizinan dengan menggunakan sistem OSS ini
menjadi lebih singkat serta mendorong percepatan perizinan berusaha.

Penelitian lain menunjukkan bahwa sistem OSS ini menjadi bukti kemajuan



teknologi informasi yang terus berkembang pesat yang juga membawa pengaruh
besar di bidang ekonomi (Muharram, 2020). Seiring dengan perkembangan
teknologi, maka peningkatan kualitas pelayanan publik juga harus terus
dilakukan agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

OSS merupakan sistem layanan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau
Bupati/ Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang
mengintegrasikan urusan perizinan antar Kementerian/ Lembaga serta
Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota). Kebijakan ini
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang saat ini
digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu perizinan berusaha
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Sistem OSS sendiri diresmikan tangggal 9 Juli 2018 oleh Luhut Binsar
Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Lahirnya
peraturan tersebut didasari atas percepatan dan peningkatan penanaman modal
dan perizinan sehingga diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan
menjadi lebih sederhana, efisien dan berbasis teknologi.

Sistem OSS ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan
perizinan dan meningkatkan kemudahan investasi (Ease of Doing
Business/EODB) yang menurut data world bank (Bank, 2020) terdapat kenaikan
dari peringkat 91 pada tahun 2017 menjadi peringkat 72 pada tahun 2018 dan
peringkat 73 pada tahun 2019 dan tahun 2020 dari 190 negara. Walaupun belum
terdapat kenaikan peringkat EODB pada tahun 2020, akan tetapi Indonesia



melakukan empat jenis reformasi yang telah diakui oleh World Bank yaitu
dealing with construction permits, paying taxes, enforcing contract dan
proecting minority investors dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui
sistem perizinan terintegrasi (single submission). Sistem yang terintegrasi ini
menyediakan semua informasi yang dibutuhkan untuk perizinan berusaha,
sehingga keseluruhan proses permohonan perizinan akan mejadi lebih cepat.
Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 13

Tahun 2018 tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan

Sistem Online Single Submission kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal,

seluruh pelayanan perizinan berusaha meliputi pendaftaran berusaha dalam

bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha dan komersial/operasional, dan
pengelolaan sistem OSS yang semula berpusat di Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dialihkan  kewenangannya ke Kementerian

Investasi/BKPM pada tanggal 2 Januari 2019. Adapun tujuan kebijakan OSS ini

yaitu:

1. Mempermudah kepengurusan berbagai perizinan baik prasyarat untuk
melakukan usaha (izin lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha,
maupun izin operasional komersial untuk kegiatan operasional usaha di
tingkat pusat ataupun tingkat daerah dengan mekanisme pemenuhan
komitmen persyaratan perizinan tersebut.

2. Memfasilitasi para pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder
dalam memperoleh izin secara aman, cepat dan juga real time.

3.  Memfasilitasi para pelaku usaha dalam hal melakukan pelaporan dan juga
pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.

4. Memfasilitasi para pelaku usaha untuk menyimpan semua data perizinan
dalam satu identitas berusaha (NIB).

Studi pendahuluan didapatkan data mengenai masih terdapatnya
kebingungan yang dirasakan oleh pelaku usaha pada saat pengoperasian sistem

OSS untuk pembuatan NIB dan izin usaha karena kurangnya informasi dan

sosialisasi yang diterima dengan rata-rata per bulan nya sebanyak 4.045



konsultasi tatap muka, 1.692 konsultasi melalui call center, dan 3.848 konsultasi
melalui email. Sistem OSS yang terbilang baru diterapkan ini menjadi hambatan
tersendiri bagi pelaku usaha yang sebelumnya melakukan proses perizinan
berusaha secara manual ke Kementerian Investasi/BKPM. Terbatasnya anggaran
dan waktu untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi baik kepada aparatur
perizinan di daerah dan pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia semakin
menjadikan kurangnya informasi yang diterima. Hal ini terlihat dari banyaknya
antrian pelaku usaha yang akan berkonsultasi secara tatap muka, email, maupun
konsultasi melalui call center. Suatu pertanyaan besar berdasarkan studi
pendahuluan tersebut, apakah kemudahan untuk mengurus berbagai perizinan
dengan sistem OSS ini tidak didapatkan oleh pelaku usaha.
Grafik 1. 2 Konsultasi OSS Melalui Tatap Muka
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Data pada grafik diatas membuktikan bahwa banyak sekali pelaku usaha
yang datang untuk berkonsultasi. Volume konsultasi perizinan yang tinggi
membuktikan bahwa masih kurangnya kecepatan respon layanan yang diberikan
sehingga pelaku usaha lebih memilih untuk berkonsultasi secara langsung ke
Kementerian Investasi/BKPM. Data konsultasi tatap muka mengenai sistem

0SS pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata pelaku usaha yang



berkonsultasi tatap muka sebanyak 4.045 konsultasi per bulan atau sekitar 202
antrian konsultasi yang dilakukan pelaku usaha per hari. Adapun jumlah front
office yang melayani konsultasi tatap muka sebanyak 20 orang yang artinya rata-
rata 1 orang front office rata-rata melayani 10 konsultasi per hari dengan waktu
+ 20 menit per antrian konsultasi. Jumlah antrian tatap muka menurun mulai
bulan April tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang melanda
dunia tidak terkecuali Indonesia. Kementerian Investasi melakukan penutupan
konsultasi tatap muka pada bulan April — Mei tahun 2020 sehingga tidak ada
pelaku usaha yang bekonsultasi tatap muka. Pada Bulan Juni tahun 2020 sampai
saat ini, Kementerian Investasi/BKPM mulai membuka konsultasi tatap muka
kembali dengan pembatasan nomor antrian maksimal 100 antrian tatap muka per
hari sehingga jumlah pelaku usaha yang datang ke Kementerian
Investasi/BKPM menjadi berkurang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa
masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan bantuan untuk memproses
perizinan menggunakan sistem OSS. Alasan utama pelaku usaha datang
berkonsultasi adalah karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diterima
pelaku usaha mengenai sistem OSS.

Grafik 1. 3 Konsultasi OSS Melalui Call Center
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Selanjutnya, data yang diperoleh berdasarkan volume konsultasi mengenai
sistem OSS melalui call center juga terlihat cukup tinggi. Pada tahun 2019
pelaku usaha banyak juga yang berkonsultasi melalui call center OSS dengan
rata-rata sebanyak 1.692 konsultasi per bulan atau sebanyak 84 konsultasi per
hari. Senada dengan konsultasi tatap muka, jumlah antrian konsultasi melalui
call center terjadi penurunan mulai bulan April tahun 2020 dikarenakan dampak
pandemi Covid-19 menyebabkan Indonesia harus melakukan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) pada bulan April-Mei tahun 2020 yang mengakibatkan
berkurangnya petugas call center yang bertugas karena adanya jadwal work from
office dan work from home secara bergantian, sehingga jumlah layanan
konsultasi melalui call center menurun. Pada bulan Juni tahun 2021,
Kementerian InvestasiiBKPM mulai membuka kembali layanan konsultasi
melaui call center sehingga pelaku usaha yang melakukan konsultasi menjadi
meningkat. Hal ini juga menjadi acuan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya
paham mengenai sistem perizinan melalui sistem OSS.

Grafik 1. 4 Konsultasi OSS Melalui Email
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Kemudian, Berdasarkan data grafik 1.4 diatas dapat dilihat bahwa hal yang
sama terjadi bahwa konsultasi perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha
melalui email juga sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan
konsultasi melalui email yang dilakukan pelaku usaha dari tahun 2019 sampai
tahun 2020. Grafik tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha
yang mengalami kesulitan dalam implementasi pelayanan perizinan online. Pada
tahun 2019 rata-rata terdapat 3.848 konsultasi melalui email setiap bulannya atau
192 konsultasi per hari nya, dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 menjadi
rata-rata perbulan sebanyak 4.611 konsultasi melalui email perbulan atau 230
konsultasi melalui email setiap harinya. Dari semua perangkat (platform)
konsultasi yang disediakan oleh Kementerian Investasi/BKPM baik itu melalui
tatap muka, call center maupun email, menunjukkan bahwa kebutuhan akan
konsultasi perizinan oleh pelaku usaha sangat tinggi. Hal ini dapat menunjukkan
bahwa masih tingginya keluhan pelaku usaha dan juga belum optimalnya sistem
perizinan melalui OSS.

Selain kebutuhan konsultasi sistem perizinan melalui OSS, terdapat pula
permasalahan yang dihadapi pelaku usaha terutama dalam hal jaringan internet
yang belum memadai dikarenakan tidak semua wilayah di Indonesia sebagai
pengguna aktif internet dan memiliki jaringan internet yang lancar. Berikut data
pengguna internet di Indonesia:

Grafik 1. 5 Persentase Pengguna Layanan Internet di Indonesia
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Menurut laporan survey internet APJI 2019-2020 terlihat bahwa pengguna
internet tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah pengguna layanan
internet di Indonesia sebesar 196,71 juta jiwa dari total populasi penduduk
sebesar 266,91 juta jiwa atau 73,7% dari total populasi penduduk Indonesia
(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020). Pengguna layanan
internet di Indonesia terbesar di Indonesia berada di pulau Jawa sebesar 56,4%
kemudian Pulau Sumatera sebesar 22,1% selanjutnya Pulau Sulawesi sebesar
7,0% disusul Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku dan
papua dengan masing-masing sebesar 6,3%, 5,2% dan 3,0%. Hal ini
menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penerapan sistem OSS karena tidak
semua pelaku usaha dapat mengakses sistem OSS dengan baik sehingga pelaku
usaha sulit untuk mendapat informasi mengenai sistem OSS dan pengaplikasian
sistem tersebut. Penerapan sistem OSS diberlakukan diseluruh Indonesia dengan
harapan untuk mengubah paradigma lama bahwa perizinan dianggap sebagai
salah satu penyebab yang menghambat kegiatan investasi. Akan tetapi pada
praktek dilapangan, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami dengan
jelas penggunakan sistem online dalam proses perizinan berusaha.

Masalah konsultasi yang cukup tinggi menjadi suatu hambatan tersendiri
dikarenakan sistem perizinan secara online seharusnya dapat dilakukan secara
mandiri (self declaration) oleh pelaku usaha/investor. Lembaga OSS juga telah
menyediakan panduan untuk menunjang penggunaan sistem sistem OSS ini
antara lain telah tersedianya petunjuk teknis persyaratan dasar perizinan,
informasi yang meliputi: klasisfikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI),
perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU), fasilitas
berusaha, laporan kegiatan penanaman modal, regulasi (peraturan persyaratan
investasi), fasilitas investasi, peraturan pemerintah serta dukungan pengawasan
dan sanksi. Selain itu disediakan pula panduan berusaha untuk usaha mikro dan
kecil (UMK), dan non usaha mikro dan kecil (NON UMK), frequently asked
questions (FAQ), simulasi dan video tutorial. Jika pelaku usaha mengalami

kesulitan untuk memproses perizinan berusaha dapat menghubungi kontak dan
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email yang telah disediakan. Gambaran penggunaan petunjuk teknis tersebut
dapat dilihat secara lengkap pada website pada www.0ss.go.id.

< C @ ossgoid W . :

@ ID DAFTAR MASUK

o
4&} @SS BERANDA INFORMAS| v  REGULASI  PANDUAN  KONTAK v Q

Dengan Undang-Undang Cipta Kerja a

I akan memudahkan masyarakat,
khususnya Usaha Mikro Kecil.
Regulasi yang tumpang tindih
<k, yals I, d Ir. H. Joko Widodo
dan prosedur rumit dipangkas. Presiden Republik Indonesia
TS N AJUKAN PERIZINAN USAHA /Y AJUKAN PERIZINAN USAHA
(g) MIKRO & KECIL ] vk MENENCAH & BESAR

[¥) vibeo S) MASUK SEBAGAI

s B B KEMENTERIAN DAN LEMBA?““”
Gambar 1. 1 Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS

Sumber: www.0ss.go.id

Laman website tersebut telah menyediakan informasi yang lengkap tentang
simulasi, petunjuk teknis pengisian data registrasi untuk usaha mikro dan kecil
(UMK), non usaha mikro dan kecil (Non UMK), Pemerintah Daerah,
Kementerian dan Lembaga, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus/ Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KEK/KPBPM). Pelaku usaha dapat
menggunakan fitur chat melalui aplikasi WhatsApps ke nomor 0811-6774-642
yang terdapat pada laman website OSS jika membutuhkan bantuan dari admin
OSS ataupun fitur pengaduan masyarakat pada website OSS. Namun masih
banyaknya pelaku usaha yang datang untuk berkonsultasi secara langsung ke
Kementerian Investasi/BKPM.

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini dibuat untuk menggali lebih
dalam mengenai kebutuhan konsultasi pada pelayanan perizinan yang
ditawarkan melaui sistem OSS bagi seluruh pelaku usaha, sehingga penulis
mengambil judul tentang “Analisis Kebutuhan Layanan Konsultasi
Perizinan Tatap Muka Pada Sistem Online Single Submission (OSS) di

Kementerian Investasi/BKPM”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan peneliti di lapangan

bahwa ada beberapa indikasi masalah disamping penyajian data sebelumnya

antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan konsultasi perizinan online yang diberikan
pada pelaku usaha melalui sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM

2. Kurangnya sosialisasi yang diterima pelaku usaha pada penerapan sistem
perizinan online menggunakan sistem OSS sehingga permintaan konsultasi
tatap muka masih cukup tinggi

3. Kurangnya pengetahuan/informasi oleh  pelaku usaha dalam
mengoperasikan sistem perizinan melalui OSS

4. Terbatasnya pelatihan bagi aparatur perizinan dan teknis yang berada di
seluruh kabupaten, kota dan provinsi di seluruh wilayah Indonesia

5. Terbatasnya jaringan internet di lokasi tempat tinggal pelaku usaha

6. Rendahnya keingintahuan pelaku usaha untuk mencari dan memanfaatkan

informasi perizinan yang telah disediakan melalui website OSS

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka pembahasan

rencana tesis ini akan dibatasi pada pokok permasalahan, yaitu:

1.

Mengapa permintaan pelaku usaha masih tinggi untuk layanan konsultasi
perizinan melalui tatap muka?

Bagaimana model penyampaian informasi yang lebih efektif sebagai
strategi untuk meminimalisir kebutuhan layanan konsultasi perizinan

melalui sistem OSS di masa yang akan datang?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

Menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya permintaan layanan

konsultasi perizinan oleh pelaku usaha pada sistem OSS
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2.  Merumuskan model penyampaian informasi yang lebih prospektif sebagai
rekomendasi kebijakan untuk mengurangi kebutuhan layanan konsultasi
perizinan oleh pelaku usaha

E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian

Investasi/ BKPM mengenai adanya permasalahan dan kebutuhan layanan
konsultasi perizinan dalam sistem pelayanan perizinan berbasis teknologi
dengan menggunakan sistem OSS (online single submission).
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